TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI RUMAH  TAHANAN NEGARA  KLAS IIB MAMUJU by MANSYUR, A. SUCI FEBRIANTI
  
SKRIPSI 
 
 
 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI RUMAH 
TAHANAN NEGARA 
 KLAS IIB MAMUJU 
 
 
Disusun Oleh: 
A. SUCI FEBRIANTI MANSYUR 
B111 11 062 
 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR  
2015  
i 
 
HALAMAN JUDUL 
 
 
 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI RUMAH 
TAHANAN NEGARA 
 KLAS IIB MAMUJU 
 
 
 
 
OLEH  
 
A. SUCI FEBRIANTI MANSYUR 
B111 11 062 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
 
Diajukan sebagai Tugas dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
Pada Bagian Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum  
  
 
 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR  
2015 
  
ii 
 
  
iii 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama : A. SUCI FEBRIANTI MANSYUR 
Nomor Pokok  : B111 11 062 
Bagian : HUKUM PIDANA 
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN 
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN NARAPIDANA 
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB MAMUJU 
 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
 
Makassar,    Januari  2015 
 
Pembimbing I 
 
 
 
 
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. 
          NIP. 19590317 198703 1 002 
Pembimbing II 
 
 
 
 
              Dr. Dara Indrawati S.H.,M.H. 
        NIP. 19660827 1992032 002 
 
 
 
 
 
 
  
iv 
 
  
v 
 
ABSTRAK 
A. Suci Febrianti Mansyur  (B111 11 062) Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Narapidana Di 
Rumah Tahanan Negara Klas Iib Mamuju. Dibimbing oleh Bapak 
Prof.Dr. Muhadar,S.H.,M.S., selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Dara 
Indrawati,S.H.,M.H., selaku pembimbing II.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan 
narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju serta 
Bagaimanakah upaya yang dilakukan petugas rutan untuk menanggulangi 
terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Mamuju. 
 
 Penelitian dilaksanakan di Mamuju, yaitu di Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Mamuju, metode penelitian menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan dan teknik 
pengumpulan datanya melalui wawancara dengan pihak yang 
berhubungan degan judul penulisan skripsi ini. 
 
 Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis 
dapatkan, maka penulis berkesimpulan antara lain: faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan 
narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju yaitu over 
capacity (kelebihan kapasitas) dan kamar tidak memadai, terbentuknya 
kelompok penguasa dalam Rutan  dimana yang menjadi penguasa adalah 
kelompok narapidana yang telah lama berada di Rutan serata masalah 
individu masing-masing. Untuk menanggulangi terjadinya hal tersebut 
yaitu ada dua upaya yang pertama adalah upaya preventif dimana 
petugas melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan fasilitas-
fasilitas untuk narapidana/tahanan melakukan kegiata yang bernilai positif 
agar mereka disibukkan dengan kegiatan tersebut dan tidak akan 
melakukan kejahatan. 
 
 Adapun saran dari penulis yakni menambah jumlah kamar agar 
tidak terjadi kelebihan kapasitas kamar, menambah jumlah petugas agar 
penjaga dan pengawasan lebih efektif, serta mengadakan kegiatan 
pengenalan antar sesama penghuni Rutan terkhusus terhadap penghuni 
lama dan penghuni baru. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar  Belakang  
Indonesia adalah Negara Hukum yang sesuai dengan Pasal 1 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang 
dimaksud dengan Negara hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan 
supermasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak 
ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan (akuntabel).1 
Berbicara tentang pertanggungjawaban, seseorang yang telah 
melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (sanksi) untuk 
mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. 
Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi 
rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera 
kepada pelaku agar  tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang 
yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi 
dalam perundang-undangan. 
Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada  dua, ialah:2 
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan 
perbuatan yang tidak baik (aliran klasik); 
                                                             
     
1
Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI, 2009,, Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 
(Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat), Jakarta: Sekjen MPR RI, Hlm. 46. 
      2Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 14 
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2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan 
tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam 
kehidupan lingkungannya (aliran modern). 
Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna 
pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping 
itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat  tidak baik. Jadi, 
hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi 
tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan 
umum.3 
Tidak terlepas dari narapidana sebagai subjek hukum serta sama 
derajatnya dengan  manusia yang lainnya, mereka sewaktu-waktu dapat 
melakukan kesalahan walaupun telah dihukum, sehingga yang harus 
diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana 
berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama dan 
kewajiban-kewajiban sosial lain. 4 
Dalam menanggulangi hal-hal tersebut, peranan petugas rutan 
dalam membina narapidana merupakan urusan yang sangat penting dan 
harus ditingkatkan peranannya. Beberapa pihak lain yang ikut berperan 
antara lain yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 
pemasyarakatan serta lembaga-lembaga lain yang terkait. 
                                                             
     
3
Abdullah Marlang, dkk.,  2009, Pengantar Hukum Indonesia, Makassar: Aspublishing, Hlm. 65 
     
4
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, (penjelasan umum). 
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Bagi narapidana, lembaga pemasyarakatan sebagai institusi sosial 
seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar narapidana tidak 
mengulangi kesalahan yang diperbuatnya. Ini selaras dengan apa yang 
termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, sebagai berikut:  
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam 
pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang 
baik dan bertanggungjawab.” 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 
M.04.UM.01.06 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan 
Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: 
“Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat 
tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan di siding pengadilan”. 
Dalam pengertian tersebut diatas, dijelaskan bahwa rutan adalah 
tempat penahanan sementara tersangka atau terdakwa selama proses 
penyidikan. Namun, sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman 
No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga 
Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan, maka Lapas dapat 
beralih fungsi sebagai Rutan dan begitupun sebaliknya. Jadi, Rutan dapat 
difungsikan untuk menahan narapidana, serta fungsi-fungsi Lapas lainnya 
dapat diterapkan di Rutan termasuk sistem pemasyarakatannya. 
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Pada hakekatnya, seperti yang dikemukakan sebelumnya, rutan 
dan lapas merupakan tempat untuk membina narapidana agar dapat 
kembali diterima dalam lingkungan masyarakat dengan baik dan sadar. 
Sistem pemidanaan haruslah menjadi sarana yang dapat membimbing 
narapidana menjadi insan yang lebih baik dan dapat kembali ke dalam 
lingkungan masyarakat dengan membawa bekal keterampilan sehingga 
dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan 
bangsa.  
Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih banyak narapidana 
yang menjadi langganan keluar masuk lapas, bahkan tidak jarang para 
narapidana melakukan pelanggaran ataupun kejahatan didalam rumah 
tahanan baik terhadap penjaga rutan maupun sesama tahanan dan 
narapidana. Seperti perkelahian, penganiayaan, bahkan pembunuhan. 
Sering kali dijumpai adanya penganiayaan dalam rutan baik antara 
petugas dan narapidana, maupun sesama tahanan dan  narapidana. 
Padahal jelas perbuatan ini dilarang dalam perundang-undangan, namun 
masih sering terjadi penganiayaan. Bahkan dilakukan oleh seseorang 
yang berstatus tahanan dan narapidana, di tempat ia menjalankan sanksi 
atau hukuman atas perbuatan sebelumnya. 
Pada awal tahun 2014, terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh 
beberapa narapidana terhadap tahanan titipan Polres Mamuju di Rumah 
Tahanan kelas IIb Mamuju. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari 
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pemasyarakatan yang mempunyai tujuan untuk membina dan membentuk 
suatu kelompok masyarakat dalam lapas sehingga terbentuk perbaikan 
sikap menjadi manusia yang lebih baik.5 
Dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis 
mengangkat judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Penganiayaan yang Dilakukan Narapidana Di Rumah Tahanan Klas 
IIB Mamuju” 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penulisan proposal  ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan 
yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Mamuju? 
2. Bagaimanakah upaya  yang dilakukan oleh petugas Rutan untuk 
menanggulangi terjadinya kejahatan penganiayaan di Rumah 
Tahanan Klas IIB Mamuju? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan 
Klas IIB Mamuju; 
                                                             
     
5
 Oknum Polisi dianiaya Hampir Seluruh Tahanan dan Napi di Rutan Kelas IIB Mamuju, 
www.Okezone.com. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2014, pukul 20.06 WITA. 
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2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh petugas Rutan 
dalam menanggulangi terjadinya kejahatan penganiayaan di 
Rumah Tahanan Klas IIB Mamuju. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
banyak pihak, diantaranya: 
1. Manfaat Teoritik 
Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum 
pada umumnya dan khususnya ilmu hukum pidana. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 
untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petugas Rutan 
sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Karakteristik Kriminologi 
1. Pengertian Krimonologi 
Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P. Topinard (1830-1911) 
seorang antropologi Prancis, secara harfiah berasal dari kata Crime yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan maka 
kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana 
memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini.
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Bonger, memberikan definisi krimonologi sebagai ilmu pengetahuan 
yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui 
definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni 
yang mencakup:7 
a. Antropologi Kriminal 
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu 
pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang 
orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? 
Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan 
seterusnya. 
b. Sosiologi Kriminal 
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini di 
mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
c. Psikologi Krminal 
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. 
 
                                                             
     
6
 Yesmil Anwar, Adang, Kriminologi, Bandung: Refika Adiatma, 2010, Hlm. xvii 
     
7
 Topo Santoso, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 9-11 
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d. Psikopatologi dan Neuropatologi 
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
e. Penology 
Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.  
 
Di  samping itu, Bonger juga membagi menjadi kriminologi terapan 
yang berupa: 8 
- Higiene Kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk menerapkan undang-undang, system jaminan 
hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk 
mencegah terjadinya kejahatan. 
-  Politik Kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana 
suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang 
melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka 
usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau 
membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan 
penjatuhan sanksi. 
-  Kriminalistik (policie scientific) yang merupakan ilmu tentang 
pelaksanaan penyidikan tekhnik kejahatan dan pengusutan 
kejahatan. 
 
Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial 
(The body of knowledge crime as sosial phenomenom). Menurut 
Suthrland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, 
pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi 
olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:9 
a. Sosiologi Hukum 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu 
perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. 
 
                                                             
8
 Ibid, Hlm. 10. 
     
9
 Ibid, Hlm. 11. 
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b. Etiologi Hukum 
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab 
dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan 
kajian yang paling utama. 
c. Penology 
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventatif.  
 
Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang 
diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak 
memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil 
atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-
mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan 
dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh 
masyarakat tersebut. Karenanya beliau memberikan definisi kriminologi 
sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah 
manusia.10  
Michael dan Alder berpendapat bahwa:11 
“Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan 
dan sifat dari para penjahat, lingkunganmereka dan cara mereka secara 
resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
para anggota masyarakat.” 
Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi:12 
“Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau 
pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, 
termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat 
dan dari penjahat.” 
                                                             
     
10
 Yesmil Anwar, Adang Op. Cit., Hlm. 7  
     11 Topo Santoso, Op. Cit., Hlm 12 
     
12
 Ibid 
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Sedangkan Noach berpendapat, sebagai berikut:13 
“Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang 
perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang yang terlibat 
dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.” 
Sementara itu, Wilpang Savitz dan Johnston dalam The Sociology 
Of Crime and Delinquency, memberikan definisi sebagai:14 
“Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan 
dengan keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal 
yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya.” 
Moeljatno mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu 
penegetahuan tentang kejahatan dan kelakukan-kelakuan jelek serta 
tentang orang-orang yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakukan 
jelek itu, dalam kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya 
perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan 
kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan.15 
2. Ruang lingkup Kriminologi 
Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni: 
a. Proses pembuatan hukum pidana  dan acara pidana (making 
laws); 
b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws); 
                                                             
      13 Ibid 
      14 Yesmil Anwar, Adang, Op. Cit., Hlm. 10 
15 Stephan Hurwitz,L Moeljatno,1986, Kriminologi, Jakarta: Bina Aksara, Hlm 6. 
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c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi  dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention).16 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan  
Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). 
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang 
melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan 
pidana perbuatan itu tetap sebagai sebagai perbuatan yang bukan 
kejahatan. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah: setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
di dalam masyarakat. 
Sutherland berpendapat bahwa: 17 
“Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no 
matter what the degree of immorality, reprehensibility or indencency of an 
act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law.“ (perbuatan 
kriminal adalah perbuatan kekerasan dalam hukum kriminal yang tidak 
memerhatikan derajat kemoralan.) 
                                                             
     
16
 A.S. Alam  Op. Cit., Hlm. 2 
     17 Ibid, Hlm. 16-17 
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Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang 
melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut 
bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam 
perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan 
melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat 
istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya namun perbuatan itu tetap kejahatan 
dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan 
yang berlaku.18 
Di Indonesia diadakan dalam perundang-undangan, penggolongan 
tindak-tindak pidana yaitu kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran 
(overtredingen). Kejahatan adalah suatu perbuatan tercela dan 
berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan 
melanggar hukum”. Sedangkan pelanggaran berarti suatu perbuatan yang 
melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum.19 
Dicoba membedakan bahwa kejahatan rechts delict atau delik 
hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-undang. 
Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar 
keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, 
mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar 
apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk 
mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan 
                                                             
     
18
 Ibid 
     
19
Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Reflika 
Adiatma, Hlm. 33 
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umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini 
tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.20 
2. Unsur-unsur Kejahatan 
Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh 
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur 
tersebut adalah:21 
a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm); 
b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang 
mencuri, dimana larangannya menimbulkan kerugian tersebut telah 
diatur dalam Pasal 362 KUHP; 
c. Harus ada perbuatan (criminal act); 
d. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea); 
e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat; 
f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam 
KUHP dengan perbuatan; 
g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
 
 
 
 
                                                             
     20 Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.58 
     21 A.S. Alam, Op. Cit., Hlm.18-19 
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3. Teori Peyebab Terjadinya Kejahatan 
Teori penyebab kejahatan dari prespektif Biologis, dikelompokkan 
menjadi:22 
a) Teori Born Criminal (Lahir Sebagai Penjahat)  
 Teori Born Criminal dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir 
dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. 
Disini Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki 
manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang 
kejahatan adalah bahwa penjahat memiliki suatu tipe 
keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. 
Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk 
kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang 
merefleksikan suatu bentuk dari awal dari evolusi. 
 Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati 
kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat 
fisiknya. Teori Lombroso tentang born criminal (lahir sebagai 
penjahat) mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku 
kejahatan. Sementara penjahat perempuan memiliki banyak 
kesamaan dengan sifat anak-anak, moral sense mereka berbeda, 
penuh cemburu, dendam, dan lain-lain. 
 
 
                                                             
     22 Ibid, Hlm. 35-40 
15 
 
b) Tipe Fisik  
 Menurut pendapat William H. Sheldon bahwa ada kolerasi 
yang tinggi antara fisik dan tempramen seseorang. Sheldon 
memformulasikan sendiri kelompok somatotypes, yaitu:  
1) The endomorph (tubuh gemuk)  
2) The mesomorph (berotot dan bertubuh atletis)  
3) The ectomporph (tinggi, kurus, fisik yang rapuh).  
 Selain itu Sheldon juga berpendapat bahwa orang yang di 
dominasi sifat bawaan mesomorph cenderung lebih dari orang 
lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Dengan mengandalkan 
pada pengujian fisik dan psokologis, Sheldon menghasilkan suatu 
“index to delinquency” yang dapat digunakan untuk memberi profil 
dari tiap problem pria secara mudah dan tepat.  
c) Disfungsi Otak  
 Disfungsi otak dan cacat neurologist secara umum 
ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara 
berlebihan dibanding pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan 
kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan 
berhubungan dengan terganggunya self control. Delinquency 
berhubungan dengan learning disabilities, yaitu kerusakan pada 
16 
 
fungsi sensorik dan motorik yang merupakan hasil dari beberapa 
kondisi fisik abnormal. 
d) Teori Genertik 
1) Twin Studies  
Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu 
studi terhadap 3.586 pasangan kembar di suatu kawasan 
Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka 
menemukan bahwa pada identical twins (kembar yang 
dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi yang membela 
menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, 
maka 50% pasangannya juga melakukan. Sedangkan pada 
fraternal twims (kembar yang dihasilkan dari dua telur terpisah, 
keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan) angka tersebut 
hanya 20%. Hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa 
pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.  
2) Adaption Studies  
Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak 
yang diadopsi di Denmark yang menemukan data bahwa:  
a) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya 
tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan 
kejahatan.  
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b) Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat yang kriminal, 
tetapi orang tua aslinya tidak, 14%,7 terbukti melakukan 
kejahatan.  
c) Dari anak-anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal, 
tetapi memiliki orang tua asli yang kriminal, 20% terbukti 
melakukan kejahatan.  
d) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya 
kriminal, 24,5% terbukti melakukan kejahatan.  
Temuan diatas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari 
orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar 
terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat.  
3) The XYY Syndrome  
Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom yang 
diwariskan. Satu pasang kromosom menentukan gender (jenis 
kelamin). Seorang perempuan mendapat satu X kromosom dari 
ayah dan ibunya. Seorang laki-laki mendapat satu kromosom 
dari ibunya dan satu Y kromosom ayahnya.  
Kadang-kadang kesalahan memproduksi sperma atau sel 
telur menghasilkan abnormalitas genetik. Satu tipe 
abnormalitas tersebut adalah “the XYY chromosome male” 
(laki-laki dengan kromosom XYY). Orang tersebut menerima 
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dua Y kromosom (dan bukan satu) dari ayahnya. Kurang lebih 
satu dari tiap 1000 kelahiran laki-laki dari keseluruhan populasi 
memiliki komposisi genetika semacam ini. Mereka yang 
memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi, secara fisik 
agresif, sering melakukan kekerasan.  
Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, mencari 
alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan 
sosial. Teori ini dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu : 23 
a. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan).  
Pada penganut anomie beranggapan bahwa seluruh anggota 
masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai 
budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai 
budaya terpenting adalah keberhasilan dan ekonomi. Oleh karena 
orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang 
sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji 
yang tinggi, bidang usaha yang maju, mereka menjadi frustasi dan 
beralih menggunakan saran-sarana yang tidak sah (illegitimate 
means).  
b. Cultural Deviance (penyimpangan budaya).  
Cultural Deviance theories memandang kejahatan sebagai 
seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses 
penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah menentukan 
                                                             
     23 Ibid, Hlm. 45 
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tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan 
dengan hukum-hukum masyarakat.24  
c. Teori Kontrol Sosial (control sosial theory).  
Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada 
setiap perspektif yang membahas ihwal, pengendalian tingkah laku, 
manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk 
kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan 
dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain 
struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.25  
Teori penyebab kejahatan dari prespektif Psikologis, 
dikelompokkan menjadi:26 
a. Teori Psikoanalisis  
Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan 
delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “consciense” (hati 
nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga tidak dapat mengontrol 
dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus 
dipenuhi segera.  
Penemu dari psychoanalysis, Sigmund Freud (1856-1939) 
berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive 
conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak 
tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar 
                                                             
     
24
 Ibid, Hlm. 54 
     25 Ibid, Hlm. 61 
    26 Ibid, Hlm. 40-44 
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ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum perasaan bersalah mereka 
akan mereda.  
Pendekatan psychoanalistic masih tetap menonjol dalam 
menjelaskan baik fungsi normal maupun sosial. Meski dikritik, tiga 
prinsip dasarnya menarik kAlamgan psikologis yang mempelajari 
kejahatan, yaitu :  
1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami 
dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak 
mereka.  
2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-
menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin 
mengerti kejahatan.  
3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari 
konflik psikologis. 
b.  Kekacauan Mental (Mental Disorder)  
Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni 
lembaga pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel, seorang dokter 
Perancis sebagai “manie sans delire” (madness without confusion) 
atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai “moral 
incanity”, dan oleh Gina Lombroso-Ferrero sebagai “irresistibel 
atavistic impluses”.  
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Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut antisocial 
personality atau psychopathy sebagai suatu kepribadian yang 
ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, 
kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. 
Para psychopath tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak 
merasa malu, tidak merasa bersalah atau terhina. Mereka 
berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan 
melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.  
c. Pengembangan Moral (Development Theory)  
Melihat teori ini, Lawrence Kohlberg menemukan bahwa 
pemikiran moral tubuh dalam tahap preconventional stage atau 
tahap pra-konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral 
terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari 
hukuman. Psikolog John Bowl mempelajari kebutuhan akan 
kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekunsinya jika 
tidak mendapat hal itu. Menurutnya, orang yang sudah biasa 
menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk 
ikatan kasih sayang.  
Kriminolog juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, 
baik karena kematian, perceraian, atau ditinggalkan. Penemu 
empiris masih samar mengenai hal ini, namun satu studi terhadap 
201 orang yang dilakukan oleh Joan Mc Cord menyimpulkan bahwa 
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variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, 
konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, dan kekerasan 
ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya 
kejahatan terhadap orang atau harta kekayaan. Ketidakhadiran 
sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku 
kriminal.  
d. Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)  
Teori pembelajaran sosial ini bependirian bahwa perilaku 
delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama 
sebagaimana semua perilaku non-delinquent. Ada beberapa cara 
mempelajari tingkah laku, antara lain :  
1) Observational Learning  
Tokoh utama dalam teori ini adalah Albert Bandura, 
berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan 
dan agresi melalui behavioral modeling. Anak belajar 
bagaimana bertingkah laku secara diteransmisikan melalui 
contoh-contoh, yang utama datang dari keluarga, sub-budaya, 
dan media massa.  
Jadi melaui observational learning (belajar melalui 
pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan 
secara teus-menerus melalui generasi ke generasi. Tentu saja 
menurut teori ini bukan hanya kekerasan agresi saja yang 
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dapat dipelajari dalam situasi keluarga. Observational learning 
juga dapat terjadi di depan televisi dan bioskop.  
2) Direct Experience  
Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi 
dipelajari melalui pengalaman langsung. Mereka melihat 
bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi 
korban anak-anak lainnya. Namun kadang anak tersebut 
berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. 
Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri 
dan pada akhirnya mereka yang memulai perkelahian.  
3) Differential Association Reinforcement 
Menggabungkan antara teori learning dari Bandura dengan 
teori differential itu sendiri, Burgess dan Akers berpendapat 
bahwa teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal 
tergantung dari pemberian penghargaan atau hukuman. 
Penghargaan atau hukuman yang berarti adalah yang 
diberikan oleh kelompok individu, seperti kelompok bermain 
(peer group), keluarga, guru, dan seterusnya. Jika tingkah laku 
kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka 
ia akan terus bertahan. 
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4. Teori Penanggulangan Kejahatan 
Upaya Penanggulangan kejahatan emperik terdiri atas tiga bagian 
pokok yaitu:27 
a. Pre-Emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan 
nilai-nila/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor ini menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : 
niat + kesempatan terjadi kejahatan.  
b. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.   
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c. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) 
dengan menjatuhkan hukuman. 
 
C. Penganiayaan 
1. Pengertian Penganiayaan 
Menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap 
Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa: 
Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah diartikan dengan 
“penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan 
penganiayaan yaitu: Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak 
(penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Aliniea 4 Pasal ini, masuk 
pula dalam pengertian ialah sengaja merusak kesehatan orang.” 
 
Menurut Chazawi Adami, yang menyatakan bahwa :  
“Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang 
lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku”.28 
 
Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling itu diatur dalam 
bab ke-XX buku ke-II KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur 
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dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan yang 
rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut.29 
- Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-
tingginya tiga ratus rupiah ( sekarang empat ribu lima ratus rupiah); 
- Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka 
orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun; 
- Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang 
bersalah dipidana dengan pidan penjara selama-lamanya tujuh 
tahun; 
- Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan 
kesehatan; 
- Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. 
 
Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan 
menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. 
Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan 
penganiayaan terhadap orag lain, maka orang tersebut mempunyai opzet 
atau suatu kesengajaan untuk:30 
a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 
b.  Menimbulkan luka pada orang lain; 
c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu 
harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk 
menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk 
merugikan kesehatan orang lain.  
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2. Jenis-jenis Penganiayaan 
Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja 
(penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni: 
a. Penganiayaan Biasa 
Pasal 351 KUHP 
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah, 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
Mengamati Pasal 351KUHP maka ada 3 (tiga) jenis 
penganiayaan biasa yakni:31 
- Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau 
matinya orang; 
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat; 
- Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. 
Dalam hal penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP memuat 2 
(dua) perbuatan yang dilarang, yaitu :  
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1. Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka (rasa 
sakit),luka-luka berat atau mati (ayat 1,2,3 dari Pasal 351 
KUHP);  
2. Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap 
perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain 
(ayat 4 Pasal 351 KUHP).  
Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau 
luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan 
sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, selama-
lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau 
pekerjaan pencarian tidak dapat lagi menggunakan panca indera, 
lumpuh, pikiran tidak sempurna lagi, menggunakan atau 
membunuh anak dalam kandungan ibunya.32 
b. Penganiayaan Ringan 
Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan 
ringan ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, 
yang rumusannya sebagai berikut: 
Pasal 352 
(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka 
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjAlamkan pekerjaan jabatan atau 
pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat 
ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu 
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terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi 
bawahannya. 
(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) 
KUHP tersebut diatas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat 
disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana 
tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:33 
1) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan 
direncnakan terlebih dahulu; 
2) Bukan meupakan tindak pidana penganiayaan yang 
dilakukan: 
a) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, 
istri, atau terhadap anaknya sendiri; 
b) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang 
menjalankan tugas jabatannya secara sah; 
c) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya 
berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia. 
3) Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau 
terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya 
dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya. 
Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi 
pada penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap 
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orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam Pasal 356, 
walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atu 
pencaharian.34 
c. Penganiayaan Berencana 
Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana 
merumuskan sebagai berikut: 
Pasal 353 
(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang 
bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.  
 
Salah satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan 
tindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP itu ialah 
unsur yang voorbedachte raad yang oleh para penerjemah 
biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan 
kata yang direncanakan lebih dulu. 
Menurut Simons, unsur voorbedachte raad itu dianggap 
sebagai telah dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya 
untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam 
keadaan tenang  dan pada waktu itu ia juga telah memerhitungkan 
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mengenai arti dari perbuatannya dan tenang akibat-akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatannya itu. 35 
Di dalam doktrin, banyak dibicarakan oleh para ahli tentang 
istilah direncanakan lebih dulu, yang pada dasarnya istilah ini 
mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat yakni: 
a. Pengambilan keputusan untuk berbuat sesuatu atas suatu 
kehendak dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, 
(kebalikan dari pengambilan keputusan secara tiba-tiba atau 
tergesa-gesa tanpa dipikirkan lebih jauh tentang misalnya 
akibatnya baik atas diri orang lain maupun atas dirinya 
sendiri). 
b. Sejak timbulnya kehendak /pengambilan keputusan untuk 
berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada 
tenggang waktu yang cukup. Dalam jarak tersedianya waktu 
yang cukup itu, dapat digunakan olehnya untuk berpikir-
pikir/memikirkan, yakni antara lain: 
- Perihal apakah perbuatan yang telah menjadi 
keputusannya itu akan dilaksanakan dengan suatu 
risiko/akibat yang disadarinya baik bagi dirinya maupun 
orang lain, ataukah ia tidak akan meneruskannya atau 
membatalkan niat jahatnya itu; 
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- Apabila ia sudah berketetapan hati untuk melaksanakan 
kehendak yang telah menjadi keputusannya, bagaimana 
cara dan dengan alat apa serta bilamanakah saat yang 
tepat untuk melaksanakannya; 
- Bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, dan lain 
sebagainya, yang segala sesuatu yang dipikirkannya itu 
adalah segala sesuatu yang dapat diputuskannya sendiri 
berhubungan dengan adanya suasana yang tenang tadi. 
c. Dalam melaksanakan perbuatan itu (yang telah menjadi 
keputusannya tadi) dilakukan dalam suasana (batin) yang 
tenang. Maksudnya ketika melaksanakan perbuatan itu 
suasana hati, pikiran tidak dikuasai oleh perasaan seperti 
emosi tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa, atau terpaksa 
dan lain sebagainya. 
Dengan memerhatikan syarat-syarat di atas dari sudut 
subyektif tampak degan jelas perbedaan antara penganiayaan 
biasa dengan penganiayaan berencana.36 
 
d. Penganiayaan Berat 
Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai 
penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP 
yang rumusannya adalah sebagai berikut: 
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Pasal 354 
(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam 
karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana 
penjara paling lama delapan tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 
sepuluh tahun. 
 
Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang 
dijelaskan sebelumnya, maka pada penganiayaan berat 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:37 
a. Kesalahannya: kesengajaan (opzettelijk); 
b. Perbuatan: melukai berat; 
c. Obyeknya: tubuh orang lain; 
d. Akibat: luka berat.  
Perbuatan melukai berat (zwar lichamelijk letsel toebrengt) 
atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang 
lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (opzettelijk) 
disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga 
bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan 
dalam MvT yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak 
pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu 
harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. 
38
 
e. Penganiayaan Berat Berencana 
Pasal 355 KUHP mengenai penganiayaan berencana, 
rumusannya adalah sebagai berikut: 
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Pasal 355 
(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana 
terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
 
Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat 
berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk 
penggabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan 
penganiayaan berencana (353 ayat 1), dengan kata lain, suatu 
penganiayaan berat terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua 
bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. 
Oleh karena harus terjadi secara bersama. Oleh karena harus 
terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur 
penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.39 
Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi 
apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada 
perbuatannya (misalnya  memukul dengan sepotong besi) dan 
pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan 
berat), melainkan juga pada direncanakan terlebih dahulu.40 
Unsur yang memberatkan itu ialah met voorbedachte raad 
atau dengan direncanakan terlebih dulu. Ini juga berarti bahwa 
voorbedachte raad dalam rumusan Pasal 355 KUHP itu ialah bukan 
merupakan unsur dari tindak pidana penganiayaan berat dan bukan 
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pula merupakan suatu strafbepalende omstandigheid atau suatu 
keadaan yang membuat pelakunya menjadi dapat dipidana, 
melainkan ia merupakan suatu strafverhogende omstandigheid 
ataupun yang menurut istilah undang-undang, ia merupakan suatu 
keadaan pribadi yang membuat pidana yang dapat dijatuhkan 
kepadanya menjadi diperberat, seperti yang di atur dalam Pasal 58 
KUHP. 41 
f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas 
Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas dalam 
Pasal 356 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : 
 
Pasal 356 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 
dapat ditambah dengan sepertiga : 
1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, 
bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; 
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat 
ketika atau karena menjAlamkan tugasnya yang sah; 
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan 
yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk 
dimakan atau diminum. 
 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,353,354, dan 355 
KUHP dapat ditambah dengan sepertiga cara tertentu yang 
memberatkan dari bentuk khusus penganiayaan tersebut terletak 
pada dua hal : 42 
1.Pada kualitas pribadi korban sebagai :  
a. ibunya, 
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b. bapak yang sah,  
c. istrinya, 
d. anaknya,  
e. dan pegawai negeri ketika atau menalankan tugasnya 
yang sah;  
2. Pada cara melakukan penganiayaan memberikan bahan 
untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa 
atau kesehatan.  
Penganiayaan sesama anggota keluarga seperti tersebut 
hurf a s/d d dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, 
sebagai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan 
terhadap orang lain. Faktor memperberat pidana yang diletakkan 
pada hal yang demikian khususnya oleh orang tua pada anaknya di 
dapat pula pada Pasal 307. 43 
Diperberatnya pidana pada penganiayaan terhadap pegawai 
negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugas yang sah, 
didasarkan pada pandangan bahwa tugas pegawai negeri sipil 
ialah dibidang-bidang pekerjaan untuk dan yang berhubungan 
dengan kepentingan umum (masyarakat dan Negara). Terhadap 
pelaksanaan tugas yang demikian diperlukan suatu perlindungan 
hukum yang lebih besar dan pada tugas-tigas lain yang bersifat 
demikian. Suatu bentuk perlindungan hukum tersebut, ialah dengan 
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memberikan ancaman pidana yang lebih berat pada perbuatan-
perbuatan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas 
kelancaran tugas pekerjaan pegawai negeri tersebut. 44 
 
D. Narapidana  
1. Pengertian Narapidana 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa: 
 “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 
kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.” 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan 
bahwa: 
“Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani 
hukuman karena tindak pidana); Terhukum.”  
Selama menjalani masa pidana didalam lembaga 
pemasyarakatan,narapidana juga tetap dapat memperoleh hak-haknya, 
yaitu : 45 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani; 
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. menyampaikan keluhan; 
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak larang; 
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
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h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang 
tertentu lainnya; 
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga; 
k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
2. Pembinaan Narapidana 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Bab I Ketentuan 
Umum pada Pasal 1 butir 1 menegaskan bahwa: 
“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 
professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan.”  
 
Landasan program pembinaan narapidana, tentang dalam Pasal 5 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 
menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan 
berdasarkan atas asas :  
a. Pengayoman; 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. Pendidikan dan pembimbingan; 
d. Penghormatan harkat dan martabat manusia;  
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; 
f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu; 
 
Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah:46 
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a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari 
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan 
pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam 
masyarakat; 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian 
perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan 
pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang; 
c. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan 
bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain 
penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan 
kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah; 
d. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa 
sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan 
harus tetap diperlakukan sabagai manusia; 
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 
adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk jangka waktu 
tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk 
memperbaikinya. Selama di LAPAS warga binaan 
pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain 
seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya 
tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan 
40 
 
kesehatan,makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, 
keterampilan, olahraga, atau rekreasi; 
f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan 
pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap 
didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh 
diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan 
masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS 
dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan 
berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti 
mengunjungi keluarga.  
E. Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 
M.04.UM.01.06 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan 
Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: 
“Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat 
tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan di siding pengadilan”. 
 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang 
Syarat-Syarat Dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan 
Tanggung Jawab Tahanan ditentukan pula:  
“Rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari 
tahap penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di pengadilan, 
serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 
dalam ketentuan umum Pasal 1, menyebutkan sebagai berikut: 
1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan 
dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system 
pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah 
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak 
Didik Pemasyarakatan.  
 
Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki 
fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Rutan dan 
Lapas:47 
- Rutan adalah tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara 
sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri 
atau mengulangi perbuatannya. Sedangkan, Lapas adalah tempat 
untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan; 
- Yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa. 
Sedangkan yang menghuni Lapas adalah narapidana/terpidana; 
                                                             
     
47
 Alfi Renata, Perbedaan dan Persamaan Rutan dan Lapas, www.hukumonline.com, Diakses 
pada Jum’at 31 Oktober 2014 pukul 21.00 WITA. 
42 
 
- Waktu penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di siding pengadilan. Sedangkan waktu lamanya 
pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi 
pidana. 
Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki 
beberapa persamaan. Persamaan antara rutan dan lapas di antaranya, 
baik rutan maupun lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. Dengan adanya surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 
M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga 
Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat 
beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.48 
Menurut petunjuk yang diberikan dalam angka 5 Bab ke-1 Manual 
Pemasyarakatan, golongan-golongan yang dapat dimasukkan atau 
ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu, ialah:49 
a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan; 
b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan; 
c. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdkaan oleh 
pengadilan negeri setempat; 
d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan, dan 
                                                             
     48 Ibid 
     49 P.A.F. Lamintang, Theo L., Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 
Hlm.167 
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e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, tetapi 
dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Mamuju, khususnya di 
Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju sebagai unit pelaksana 
teknis pemasyarakatan yang dibawah naungan kantor wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada instansi tersebut 
Penulis dapat memperoleh data yang akurat karena disamping 
memiliki kompetensi terkait objek penelitian, juga merupakan tempat 
tahanan/narapidana ditahan.  
B. Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah :  
1. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung 
di lokasi penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh 
melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait, seperti 
petugas Rutan, narapidana dan pihak terkait lainnya.  
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau 
penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, dan 
laporan-laporan yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam 
penelitian.  
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C. Teknis Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara sebagai berikut:  
1. Pengamatan (Observasi)  
Pengamatan dilakukan secara langsung di lapangan 
terhadap obyek yang diteliti dalam tinjauan kriminologis 
terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di 
rumah tahanan klas II B Mamuju. 
2.  Wawancara  
 Wawancara yang dilakukan yaitu dengan Tanya jawab 
kepada responden yang berkaitan dengan kejahatan 
penganiayaan  yang  dilakukan  narapidana.  
D. Analisis Data  
Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitiannya nanti. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutx data tersebut 
disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Umum Rumah Tahanan Negara Klas IIB Mamuju 
RumahTahanan Negara Klas IIB Mamuju terletak di jalan 
Pengayoman No. 12, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten 
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.  Berdiri di atas tanah 8.000 m² dengan 
luas bangunan 1.458 m². Sebelumnya Rutan Mamuju terletak di jalan 
Ahmad Yani No. 19 Mamuju, namun seiring dengan pertambahan jumlah 
penghuni, dan keterbatasan tempat dan blok hunian akhirnya Rutan 
Mamuju dipidahkan ke tempat sekarang ini dan diresmikan oleh Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum 
dan HAM) pada tahun 1994. 
Sejak awal berdirinya, Rutan Klas IIB Mamuju ini hanya difungsikan 
sebagai tempat penahanan para Tahanan. Namun, sejak dikeluarkannya 
Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 tentang pengalihan 
funsi rutan menjadi lapas dan begitupun sebaliknya, maka Rutan Klas IIB 
Mamuju dapat difungsikan untuk menahan Narapidana.  
Secara geografis Rutan Klas IIB Mamuju mempunyai batas-batas 
sebagai berikut: 
- Sebelah Utara berbatasan dengan pemukiman penduduk 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Dinas Petugas 
Sipir dan Kepala Rutan Klas IIB Mamuju. 
- Sebelah Timur berbatasan dengan pemukiman penduduk. 
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- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Ombudsman Sulawesi 
Barat. 
Rutan Klas IIB Mamuju berkapasitas 90 orang, dengan 7 blok dan 
27 dengan perincian sebagai berikut: 
Tabel 1 : Jumlah Penghuni Kamar Napi/Tahanan Pada Rumah 
Tahanan Negara Kelas Ii B Mamuju pada Tahun 2014 
Kamar Napi  Kamar Tahanan Kamar Lain 
Blok Napi Lantai I 
Kamar 1 : 6 orang 
Kamar 2 : 6 orang 
Kamar 3 : 5 orang 
Kamar 4 : 7 orang 
Kamar 5 : 9 orang 
Kamar 6 : 15 orang 
Blok Tahanan Lantai I 
Kamar 1 : 5 orang 
Kamar 2 : 4 orang 
Kamar 3 : 5 orang 
Kamar 4 : 4 orang 
Kamar 5 : 9 orang 
Kamar 6 : 13 orang 
Blok Anak 
Kamar 1 :  
3 orang 
Blok Napi Lantai II 
Kamar 1 : 5 orang 
Kamar 2 : 5 orang 
Kamar 3 : 5 orang 
Kamar 4 : 4 orang 
Kamar 5 : 6 orang 
Blok Tahanan Lantai 
II 
Kamar 1 : 7 orang 
Kamar 2 : 6 orang 
Kamar 3 : 7 orang 
Kamar 4 : 7 orang 
Kamar 5 : 7 orang 
Sel 
Pengasingan 
Kamar 1 :  
1 orang 
 
Kamar 2 :  
1 orang 
Blok Wanita 
Kamar 1 : 3 orang 
Blok Wanita 
Kamar 2 : 4 orang 
 
Jumlah   :81 orang Jumlah   :77 orang Jumlah : 5 
orang 
Sumber data sekunder: Kesatuan Pengamanan Rutan Klas II B 
 Mamuju 
Selain itu, Rutan Klas IIB Mamuju juga memiliki Poliklinik yang 
merupakan sarana untuk memberikan tindakan pertama jika ada tahanan / 
narapidana yang jatuh sakit. Poliklinik ini diisi oleh empat petugas yang 
berlatar belakang keperawatan serta satu dokter rutan yang telah ditunjuk 
untuk mengawasi serta mengobati para warga binaan  yang sakit. 
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Jumlah petugas pemasyarakatan pada Rutan Klas IIB Mamuju 
pada Tahun 2014 sebanyak 49 orang, terdiri dari 42 Pria dan 5 Wanita. 
dari 49 petugas Rutan tersebut 41 orang berpendidikan formal SLTA, 4 
orang sarjana Muda (D3), 3 orang Sarjana S1, dan 1 orang Magister (S2). 
 Adapun struktur organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Mamuju sebagai berikut: 
 
Kepala Rutan 
Klas II B Mamuju 
 
 
 
Ka. Kesatuan 
Pengamanan 
 Ka.Subsi 
Pelayanan Tahanan 
 Ka.Subsi 
Pengelolaan 
 
  
             Karupam I 
 
   Karupam II 
 
  
 Karupam III 
 
 Karupam IV 
 
Selanjutnya penulis akan menjelaskan fungsi dan tugas pokok dari 
unit kerja kesatuan pengamanan dan subsi pelayanan tahanan selaku 
pelaksana unit kerja yang relevan dengan penulisan skripsi ini: 
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a. Kesatuan Pengamanan Rutan 
Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) mempunyai tugas 
untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Rutan. KPR 
yang dipimpin langsung oleh seorang kepala dan dibantu 
beberapa regu pengamanan. Regu-regu tersebut bertugas 
mengamankan Rutan dari pagi, siang, dan malam, dengan 
ketentuan jadwal piket sebagai berikut: 
- Piket pagi dimulai pukul 07.00 sampai pukul 12.00 
- Piket siang dimulai pukul 12.00 sampai pukul 17.00 
- Piket malam dimulai pukul 17.00 sampai pukul 07.00 
Dalam Rutan Klas IIB Mamuju terdiri dari 5 pos jaga. Satu 
pos terletak di pintu masuk Rutan yang diisi oleh Kepala 
Komandan Regu, dan 4 blog lingkungan berdiri di lantai atas 
ditempatkan disetiap sudut Rutan, untuk memantau kegiatan 
Tahanan/Narapidana dari atas. Petugas yang ditetapkan di 
Pos-pos tersebut diambil dari petugas dari regu pengamanan 
yang dibagi kesetiap pos jaga, kecuali wanita dikhususkan di 
blog wanita.  
Selain menjalankan tugas untuk mengamankan dan 
menetertibkan Rutan, KPR juga bertugas untuk melakukan 
pengawalan terhadap Warga Binaan yang mengalami sakit dan 
perlu dibawa ke Rumah Sakit. Pengawalam juga dilakukan jika 
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para tahanan diminta keluar Rutan oleh kepolisian maupun 
kejaksaan demi kepentingan proses peradilan.  
b. Pelayanan Tahanan 
Tugas dari unit kerja Pelayanan Tahanan bertugas untuk 
melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan maupun 
terhadap keluarga yang hendak berkunjung. Bukan hanya itu, 
subsi Pelayanan Tahanan juga berperan dalam menyediakan 
fasilitas yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif bagi 
Warga Binaan serta dalam pemberian bimbingan baik rohani, 
jasmani, maupun moral. Salah satu fasilitas penting bagi para 
Tahanan/Narapidana yaitu pemberian bantuan hukum dan 
penyuluhan hukum. 
Menurut Taufik selaku kepala subsi Pelayanan Tahanan, 
dalam hal pemberian bantuan hukum, pihak Rutan melalui 
subsi Pelayanan Tahanan hanya menyediakan ruangan khusus 
untuk bertemu dengan penasihat hukum dalam memberikan 
bimbingan maupun tempat Tahanan berkonsultasi.  
Adapun pemberian penyuluhan hukum oleh pihak Rutan 
diadakan sebulan sekali. Baik tentang kesadaran hukum, 
maupun tentang tindak pidana khusus seperti penyuluhan 
bahaya narkoba dan korupsi. Tujuan dari diadakannya 
penyuluhan hukum tersebut untuk menciptakan kesadaran 
akan hukum serta membentuk diri pribadi para 
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tahanan/narapidana agar menjadi insan yang 
bertanggungjawab serta tidak mengulangi kembali 
perbuatannya. 
Adapun sarana dan prasarana yang dapat menunjang diri 
pribadi para tahanan/narapidana agar menjadi insan yang 
bertanggungjawab, yaitu dengan memberikan pendidikan dan 
pengajaran baik tentang pengetahuan umum maupun 
keterampilan. Pengajar dalam program ini diambil dari petugas 
Rutan itu sendiri.  
Taufik lebih lanjut mengemukakan Pihak Rutan juga 
menyediakan wadah untuk menunjang bakat dan keterampilan 
para tahanan/narapidana hal ini bertujuan untuk memberikan 
bekal kepada warga binaan agar setelah menjalani pidana, 
mereka dapat hidup mandiri dengan bekal keterampilan yang 
mereka dapatkan selama proses menjalani hukuman. 
Pembinaan keterampilan tersebut seperti:  
- Pertukangan kayu (kursi, lemari, dan sebagainya); 
- pembuatan tudung saji; 
- pertanian; 
- pembuatan paving blok, pot bunga, asbak, dan lain-lain; 
- menjahit; 
- dan persalonan 
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Adapun dala pembinaan mental dan rohani, pihak Rutan 
menyediakan fasilitas olahraga dan fasilitas keagamaan. 
Pembinaan rohani yang dilakukan berupa shalat berjamaah 
setiap shalat dhuhur dan ashar, pengajian dilakukan setiap hari 
jumat, kegiatan baca tulis Al-quran, dan perayaan hari-hari 
besar keagamaan. Sedangkan, bagi yang beragama Nasrani 
diadakan kebaktian setiap hari minggu. 
 
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan 
Penganiayaan yang dilakukan Oleh Narapidana Di Rutan Klas IIb 
Mamuju 
Kurangnya kesadaran akan hukum dan  moral yang dimiliki 
merupakan penyebab timbulnya suatu masalah hukum. Begitupula suatu 
kejahatan itu terjadi, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya 
suatu kejahatan. Seperti salah satu kejahatan yang telah dipaparkan 
sebelumnya yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di rumah 
tahanan Klas IIB Mamuju. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak 
Mansyur selaku Kepala KPR (Kesatuan Pengamanan Rutan) pada 
tanggal 10 Januari 2015, kejahatan dalam bentuk kekerasan fisik seperti 
penganiayaan dan perkelahian, masih sering terjadi dalam rumah tahanan 
Klas IIB Mamuju ini. Tidak hanya yang dilakukan sesama Warga Binaan 
Pemasyarakatan, juga Warga Binaan dengan petugas sipir. 
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Mansyur lebih lanjut mengemukakan bahwa setiap yang melakukan 
perkelahian akan dilerai oleh petugas dan dipertemukan kedua belah 
pihak yang kemudian didamaikan oleh petugas. Namun, jika hal tersebut 
masih berlanjut maka akan diberi sanksi tegas berupa sel pengasingan 
(sel yang berada jauh dari sel lainnya) selama 6 hari, dan tidak akan diberi 
kebebasan bergerak selama kurun waktu yang ditentukan.  
Setiap pelaku pelanggaran akan dicatat dalam BAP dan buku yang 
bernama buku register F, di dalam buku tersebut terdiri dari identitas 
narapidana yang telah melakukan pelanggaran. Dari buku tersebut, 
penulis memperoleh data, sebagai berikut: 
Tabel 2: Data Tindak Penganiayaan dan Perkelahian pada 
Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju Tahun 2011 sampai 
dengan Tahun 2014 
NO. TAHUN JUMLAH TINDAK 
PENGANIAYAAN 
KETERANGAN 
1. 2011 3 Semua korban luka 
ringan 
2. 2012 3 Semua korban luka 
ringan 
3 2013 5 Semua korban luka 
ringan 
4. 2014 7 Semua korban luka 
ringan 
Sumber data sekunder : Kesatuan Pengamanan Rutan Klas II B 
Mamuju  
 
Dari data tersebut, penulis menyimpulkan jumlah penganiayaan 
yang terjadi di rutan meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Mansyur, hal 
tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: 
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1. Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) dan Kamar Tidak 
Memadai 
Jumlah penghuni Rutan tidak sebanding dengan kapasitas 
maksimal yang telah ditentukan, yakni maksimal 120 orang. 
Sedangkan, penghuni rutan saat ini mencapai 159 orang. 
Banyaknya penghuni rutan dibanding dengan jumlah kamar 
yang tersedia, membuat keadaan tidak stabil dan ruang gerak 
penghuni kamar terbatas. Hal tersebut, menyebabkan emosi 
yang tak terkendali sehingga mengakibatkan perkelahian antar 
sesama Warga Binaan Pemasyarakatan. 
2. Terbentuknya Suatu Kelompok Penguasa 
Setelah beberapa hari melakukan pengamatan di lapangan 
serta dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis 
mendapatkan fakta bahwa di dalam Rutan ini, berlaku sistem 
Senior dan Junior, dimana kelompok Senior  yaitu yang telah 
berstatus seorang Narapidana menjadi penguasa dalam Rutan. 
Sehingga jika ada seorang tahanan yang baru beberapa hari 
memasuki Rutan, dan bertingkah seenaknya, maka kelompok 
napi tersebut tidak segan-segan melakukan pemukulan 
terhadap tahanan baru tersebut. 
3. Masalah Pribadi 
Kurangnya pengendalian diri sehingga, jika ada hal-hal yang 
yang mengganggu mereka dan membuatnya merasa tidak 
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senang, maka mereka tidak segan-segan melakukan sesuatu 
hal yang menyimpang.  
Selain faktor tersebut di atas, faktor lain yang mengakibatkan 
terjadinya penganiayaan yang dilakukan narapidana di Rutan klas II B 
Mamuju, adalah tidak adanya rasa saling menjaga perasaan dan 
perkataan terhadap sesama, mudahnya tersinggung dan marah akibat 
dari tidak adanya pengendalian diri dari narapidana. Lingkungan yang 
membatasi ruang gerak serta ketiadaan moral dan nilai agama yang 
dimiliki. 
Dari data dan hasil wawancara di atas, penulis menemukan 
beberapa contoh kasus narapidana yang melakukan penganiayaan 
terhadapa sesama narapidana maupun kepada tahanan: 
a. Firman dan Kaco 
 Firman merupakan Narapidana Rutan Klas IIB Mamuju yang 
ditahan karena kasus pencurian. Firman melakukan pemukulan 
terhadap narapidana lainnya bernama Kaco. Firman merasa 
kesal dan dendam terhadap Kaco karena Kaco yang terlebih 
dahulu melakukan pemukulan terhadap dirinya di bagian Pipi 
dan bibir. Kaco mengaku melakukan pemukulan karena merasa 
tidak senang terhadap firman yang selalu diperingati dan ribut-
ribut masalah hp.  
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 Kemudian setelah kejadian tersebut firman menyimpan 
dendam dan ingin membalas perlakuan Kaco terhadapnya, 
sehingga Firman pun melakukan pembalasan dengan memukul 
Kaco dengan menggunakan balok kayu di bagian pinggang 
sebelah kiri hingga mengenai siku. Kaco mengalami 
memar/bengkak pada siku bagian kiri, serta nyeri di bagian kiri 
pinggang.  
 Petugas pada saat itu melerai kedua belah pihak dan 
memeriksa keduanya. Firman yang ternyata sudah 3 (tiga) kali 
melakukan pelanggaran dan sudah 3 (tiga) kali diperiksa dengan 
kasus yang sama, maka petugas memberkan sanksi kepada 
Firman berupa memasukkan Firman ke dalam sel pengasingan 
dan di tidak diberikan hak kebebasan selama 6 (enam) hari.  
b. Kama 
 Pada bulan Januari 2014, Kama dianiaya oleh beberapa 
Narapidana sekitar 5 (lima) orang Narapidana. Alasan mereka 
melakukan penganiayaan terhadap Kama karena narapidana  
tidak senang dengan kelakuan Kama yang suka melawan 
petugas bahkan sampai meludahi petugas.  
 Kama pada saat itu adalah tahanan polres Mamuju yang 
dititipkan di Rutan, namun bukannya bersikap sopan kepada 
sesama tahanan dan napi, Kama malahan suka sewenang-
wenang terhadap sesamanya bahkan terhadap petugas, Kama 
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juga selalu melanggar tata tertib Rutan. Setelah kejadian 
tersebut, petugas memasukkan pelaku penganiayaan ke dalam 
sel masing-masing. Berbeda dengan Kama yang langsung 
dikirim kembali ke Polres, dan tidak diberi kebebasan bergerak 
selama proses persidangannya selesai.  
c. Andri 
 Andri merupakan tahanan kejaksaan dalam kasus narkoba. 
Andri melakukan pemukulan terhadap Hasrat di bagian wajah. 
Andri melakukan hal tersebut karena tidak senang atas tuduhan 
terhadapnya, serta Hasrat selalu menyinggung perasaan Andri. 
kemudian petugas memanggil keduanya untuk diperiksa. 
keduanya sepakat untuk berdamai dan meminta maaf kepada 
petugas dan masing-masing. 
Selain dari 3 contoh di atas, penulis juga mendapatkan data bahwa 
Napi lain yang melakukan perkelahian (saling pukul) adalah Ahmal dan 
Busman. Keduanya melakukan perkelahian di karenakan keduanya 
berebutan untuk mengalirkan air ke kamar masing-masing lantaran bak air 
kamar keduanya sama-sama kosong. Karena Ahmal yang berada pada 
Kamar no. 6 (enam) blok napi, dan Busman berada di kamar no. 1 (satu) 
blok napi sama-sama ingin duluan untuk mengalirkan air dan tidak ada 
yang ingin mengalah. Akibatnya keduanya diberi sanksi oleh petugas 
dengan memasukkan ke sel selama 4 (empat) hari dan tidak diberi 
kebebasan selama kurun waktu tersebut. 
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Dari data di atas, penulis menyimpulkan jenis penganiayaan dari 4 
(empat) contoh kasus di atas adalah jenis penganiayaan ringan (Pasal 
352 KUHP) karena tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.  
Kasus penganiayaan yang terjadi di dalam Rutan Klas II B Memuju 
rata-rata adalah jenis penganiayaan ringan dan tidak ada yang sampai 
korban mengalami luka berat ataupun meninggal dunia. Namun, yang 
menjadi permasalahan yang perlu dibahas, jumlah kasus penganiayaan 
maupun perkelahian yang meningkat dari tahun ke tahun. Dari sinilah 
perlu dikaji lebih dalam dan mencarikannya solusi yang tepat. 
 
C. Upaya yang Dilakukan Oleh Petugas Rutan Dalam 
Mananggulangi Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh 
Narapidana Di Rutan Klas IIb Mamuju 
Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya 
penganiayaan yang dilakukan Narapidana di Rutan klas IIB Mamuju, 
maka selanjutnya, penulis akan memaparkan upaya yang dilakukan 
petugas Rutan  dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju.  
Hasil wawancara penulis dengan Mansyur selaku Kepala Kesatuan 
Pengamanan Rutan di Rutan Klas IIB Mamuju ini, upaya petugas dalam 
menanggulangi kejahatan penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut: 
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Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi 
kejahatan penganiayaan dan perkelahian oleh Narapidana di Rumah 
Tahanan Klas IIB Mamuju yakni: 
1. Upaya Preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadi 
pelanggaran atau kejahatan dengan cara menghilangkan 
kesempatan sehingga pelanggaran atau kejahatan itu tidak 
terjadi. Upaya preventif tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Dilihat dari faktor yang pertama yaitu Over Capacity, 
petugas melakukan pengiriman sekitar 20 orang 
narapidana ke Lapas atau Rutan di luar Kabupaten 
Mamuju. sehingga total penghuni Rumah Tahanan 
Negara Klas II B Mamuju saat ini sekitar 159 orang dari 
total tahanan sebelumnya berjumlah 179 0rang. 
Walaupun tetap melampaui kapasitas ,maksimum 
namun diharapkan dapat meminimalisir terjadinya 
pelanggaran dan kejahatan. 
b. Petugas dalam melakukan tugasnya, tetap menjaga 
keamanan dan ketertiban lingkungan Rutan dengan 
menetapkan sistem keamanan yang lebih ketat untuk 
menghindari terjadinya pertengkaran. Selain itu, untuk 
memastikan ditaatinya tata tertib dalam Rutan, petugas 
kesatuan pengamanan tetap melakukan pengawasan 
1x24 jam dengan menerapkan shif pagi, siang, dan 
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malam yang bertugas secara bergantian untuk 
mengawasi keamanan dan ketertiban dalam rutan. 
c. Melakukan kegiatan yang dapat menjalin keharmonisan 
hubungan sesama Napi dan Tahanan. Meningkatkan 
nilai-nilai keagamaan dan moral. Melaksanakan kegiatan 
yang positif serta yang dapat menunjang keterampilan 
dan bakat, sehingga pikiran Napi dan Tahanan lebih 
positif, dapat teralihkan ke kegiatan positif tersebut 
sehingga tidak ada ruang atau kesempatan untuk 
melakukan pelanggaran. 
d. Mengadakan penyuluhan hukum, bimbingan dan 
konseling serta pembinaan mental, rohani dan 
keterampilan. 
2.  Upaya Represif 
   Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
(law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
  Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya 
represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan 
kejahatan. Tindakan represif yang dilakukan oleh petugas 
Rutan dengan menerapkan sanksi berupa tindakan disiplin 
dengan memasukkan ke sel pengasingan dan dikarantina 
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sesuai waktu yang ditentukan, maupun sanksi lain yang 
ditentukan oleh peraturan  Rutan.  
  Adapun jenis sanksi yang diberikan oleh  petugas 
terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran diantaranya: 
- Memberikan peringatan atau teguran apabila jenis 
pelanggaran atau kejahatanya ringan. 
- Memasukkan narapidana/tahanan yang melakukan 
pelanggaran ke dalam sel pengasingan apabila jenis 
pelanggarannya berat. 
- Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat 
apabila telah berulang kali melakukan pelanggaran. 
Selain dari upaya-upaya tersebut di atas penulis 
menyarankan agar petugas melakukan kegiatan perkenalan 
antar penghuni lama dan penghuni baru agar terjalin 
keakraban dan dapat saling menyesuaikan diri terhadap 
lingkungan dan agar dapat saling menerima antar sesama 
napi dan tahanan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka 
penulis menyimpulkan bahwa: 
1. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
penganiayaan yang dilakukan narapidana di Rumah Tahanan 
Negara adalah sebagai berikut: 
a. Over Capacity (kelebihan kapasitas) dan kamar tidak 
memadai. Hal ini menyebabkan narapidana dan tahanan 
merasa ruang geraknya terbatas sehingga menimbulkan 
konflik diantara sesame penghuni kamar. 
b. Terciptanya Kelompok Penguasa. Narapidana yang merasa 
dirinya adalah penghuni paling lama bertindak sebagai 
penguasa dalam rutan terlebih terhadap penghuni baru. 
c. Masalah individu. Pembawaan dari pribadi narapidana 
maupun tahanan yang selalu merasa kesal dan mudah 
tersinggung serta ditambah dengan faktor lingkungan yang 
membatasi ruang geraknya, menyebabkan emosi yang 
tidak stabil. 
2.   Untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan 
narapidana di rumah tahanan, diperlukan upaya pencegahan 
dan penanggulangan sebagai berikut: 
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a. Upaya Preventif 
  Untuk mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan narapidana di rumah tahanan, sistem keamanan dan 
ketertiban rutan diperketat penjagaannya dengan menempatkan 
petugas disetiap blok dan membuat jadwal piket. Dalam 
mencegah kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana 
di rumah tahanan juga diadakan penyuluhan hukum serta 
bimbingan mental, rohani dan keterampilan agar menciptakan 
kegiatan yang berbau positif dalam rutan. 
b. Upaya Represif 
  Dalam menanggulangi kejahatan penganiayaan yang 
dilakukan narapidana di rumah tahanan, petugas memberikan 
sanksi yang tegas bagi warga binaan yang melakukan 
pelanggaran. 
B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: 
1.    Penambahan jumlah kamar agar dalam satu kamar tidak terjadi 
penumpukan sehingga narapidana/tahanan merasa nyaman. 
2.   Peningkatan jadwal penyuluhan hukum agar tercipta kesadaran 
dalam diri warga binaan sehingga dia dapat menyadari 
kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. 
3.   Penambahan jumlah petugas sehingga penjagaan akan lebih 
ketat dan efektif. 
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